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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH
PENYIDIK DI POLRESTA PALEMBANG

Nurafni Andriani

Seorang penyidik dalam mengambil keterangan terdakwa selain
berdasarkan keyakinannya juga tidak menyimpang dari hal lain yaitu alat bukti
yang sah menurut undang — undang. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah
berupa surat, disini termasuk pula Visum Et Repertum Psikiatrik yang merupakan
keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter ahli jiwa

Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat
bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ? dan Apakah akibat
hukum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian
tindak pidana di Polresta Palembang ?

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa
sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang, dalam
rangkaian ~ pembuktian  tentang kemampuan bertanggung  jawab
tersangka/terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana. Dalam kenyataannya,
keterangan ahli kedokteran jiwa itu tidak hanya diperlukan dalam rangka
pembuktian saja, tetapi juga diperlukan untuk kepentingan kesehatan
tersangka/terdakwa dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana. Keterangan
ahli kedokteran jiwa ini sungguh berperan bagi tersangka/terdakwa yang
mengalami sakit jiwa.Akibat hukum keterangan ahli kedokieran jiwa sebagai alat
bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang, yaitu : Hasil
pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian
mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa.
Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik
mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada
pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci : Keterangan Ahli Jiwa, Alat Bukti, Tersangka.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang

Pada saat sekarang ini tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja
yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang schat jasmani dan rohani.
Orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut
secara kejiwaan dapat mempertanggung jawabkan. Sedangkan terhadap orang
yang terganggu jiwanya tidak dapat dipertanggung jawabkan jika ia melakukan
perbuatan tindak pidana. Orang yang sedang menghadapi perkara pidana di
pengadilan pada saat terjadi peristiwa pidana tersebut dilakukannya dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan
baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
terdakwa mengalami depresi berat sehingga terganggu jiwanya.

Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan
tindak pidana diantaranya adalah orang vyang terganggu jiwanya adalah
sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu :

1. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkankan
kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit
berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan menempatkan
dia di Rumah Sakit -Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk
diperiksa.

3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan negeri.

_l‘\.)



Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran
materiil, untuk mencapai tujuan ini selain pengetahuan tentang hukum pidana
dan hukum acara pidana, perlu pula para hakim mempunyai bekal pengetahuan
lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil.’

Salah satu ilmu pembantu dalam hukum acara pidana adalah : psikiatri
yaitu

limu yang mempelajari jiwa manusia, tatapi mempelajari jiwa manusia
yang sakit. Sebab sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan
pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku
dan dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Pada dasarnya
orang-orang yang jiwanya sakit tidak da;z)at dipertanggung jawabkan
sebagai yang diatur dalam pasal 44 KUHP.

Terhadap terdakwa yang sedang diperiksa hakim di pengadilan tetapi
berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan atau psikiater vyang
menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit jiwa. Berdasarkan pertimbangan
pemeriksaan saksi ahli terhadap kejiwaan terdakwa, maka hakim yang
memeriksa terdakwa tersebut dapat menentukan sikap atau mengambil
keputusan baik meneruskan pemeriksaan atau menghentikan pemeriksaan
dengan melakukan perawatan jiwa sampai sehat.

Dalam perspektit hukum pidana yang dikemukakan oleh Utrecht.
kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dalam arti luas mengandung
sejumlah unsur sebagai berikut

1. Toerekeningsvathaarheiddarisipelaku;

2. Suatu sikap psikis pelaku sehubungan dengan perilakunya (baik

secara sengaja atau dolus maupun oleh karena kelalaian, kekurang
hati-hatian atau cuilpa),

' AndiHamzah, 2007. Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
him 18
*Ibid., him.140



3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban
pidananya, yang dikenal dengan roerekenbaarheid’

Pemeriksaan dalam hokum acara pidana yang dikejar adalah kebenaran
materil, dimana suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti lain bukanlah
merupakan alat bukti mutlak. Terdapat beberapa tingkatan pemeriksaan dalam
melaksanakan hokum acara pidana. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana
adalah sebagaiberikut : “Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek). Dalam
pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat
menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-
bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan dituntut atau tidak™.*

Dalam pemeriksaan pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman asas-

asas sebagai berikut :°

1. Asas kebenaran materil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-usaha
yang ditujukan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi pelanggaran
atau kejahatan,
Asas inquisitoir, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini si
tertuduh/si tersangka hanyalah merupakan obyek. Khusus asas yang
kedua ini hanya berlaku pada waktu masih menggunakan sistem HIR.
Setelah mempunyai kodifikasi yang bersifat nasional yang terdapat
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka HIR sepanjang

yang mengenai hokum acara pidana ditinggalkan. Dalam system
KUHAP, terdakwa sudah bias didampingi pembela.

o

KUHAP membedakan tentang pengertian istilah “tersangka” dan
“terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab T tentang
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa:

Pengertian tentang tersangka, menurut pasal 1 butir 14 KUHAP dirumuskan

3 Wahjadi Darmabrata, 2004, Psikiatri Forensik, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
hlm.8

A SitiSoetami, 2005, Pengantar Tata Hukum Indonesia PT. ERESCO, Bandung,
him, 71

* Ibid, him72



bahwa pengertian tersangka ialah "Seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana”. “Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup
didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup.”®
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan keterangan ahli
kedokteran jiwa sebagai alat bukti, untuk maksud tersebut selanjutnya
dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul ‘@ AKIBAT .HUKUM
KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA

PALEMBANG.

. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut -

I.  Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat

bukti dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ?

)

Apakah akibat hokum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti

dalam pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang ?

. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan akibat hokum keterangan

¢ HMA Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Press, Malang, him
131



ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di

Polresta Palembang

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

pengetahuan yang jelas tentang

L.

Kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam
pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang,
Akibat hokum keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam

pembuktian tindak pidana di Polresta Palembang,

D. Defenisi Konseptual

1.

Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.’

Keterangan ahli kedokteran jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
(Pasal 1 angka 28 KUHAP)

Pembuktian“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima
akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.®

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan
kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana  akan

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

7 http://e-journal uajy.ac.id/6563/3/MIH202044 pdf, diakses tanggal 2 Nopember

2017.

® http:/repository.unpas ac.id/5159/5/9 %20BAB%2011. pdf, diakses tanggal 2

Nopember 2017



waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.’
E. MetodePenelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum vaitu penelitian

hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan

buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang

diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
I Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali kota Menurut Undang-Undang, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

? Andi Hamzah, 2003, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana Ghalia
Indonesia, Jakarta him. 22



b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
Data lapangan diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta
Palembang
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (/ibrary research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen vyang terkait dalam
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
dgiklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku



khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,
sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.

F. SistematikaPenulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual,
Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian dan Unsur-Unsur
Tindak Pidana, Alasan Pemidanaan dan Peniadaan Pidana, Penyelidikan dan
Penyidikan, Pengertian Tersangka, Surat Penghentian Penyidikan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan
keterangan ahli kedokteran jiwa sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak
pidana di Polresta Palembang dan Akibat hokum keterangan ahli kedckteran
Jiwa sebagai alat bukti idalam pembuktian tindak pidana di Polresta
Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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